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ABSTRAK

Relasi Agama dan Negara Menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-
Raziq '

Pergolakan politik dir Timur Tengah pada tatmn 1800-an diwarnar dengan
‘masuknya faham Nasionalisme yang cenderung sekuler ke dunia Islam. Masuknya
faham tersebut membuka lebar perdebatan-perdebatan yang panjang dikalangan
para pemikir politik Islam, disatu sisi faham tersebut diterima dan dipraktekkan
dilingkungan masyarakat Muslim dan disisi lain faham tersebut tidak mendapat
tempat dikalangan Muslim.

Perbedaan yang terjadidikalangan para pemikir politik Islam disamping
‘bersumber dari perkambangan pemikiran, juga banyak dipengaruhi oleh pengaruh
Barat atas wilayah Muslim tertentu, perbedaan pemikiran bertolak dari perbedaan
mengenai hubungan agama dan negara, juga perbedaan dalam meresfon pengaruh
Barat yang telah dan banyak dipraktekan dilingkungan Muslim.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari benang merah permasalahan
pemikiran politik Isiam, khususnya Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-
Raziq mengenai pemikiran tentang hubungan agama dan negara.

Penelitian ini-bertolak dari perbedaan pemahaman mengenai hubungan
agama. dan negara. disatu sisi agama dan negara merupakan hal yang tak
terpisahkan (integralistik) dan disisi lain agama .dan negara dipisahkan
(sekudaristik). ' :

Penelitian ini dilakukan dengana menggunakan methode book survey dan
deskriptif analitik. Pengumpulan data-data yang diinvetarisir dan dianalisis
kemudian diformulasasikan. Obyek penclitian ini adalah pemikiran-pemikiran
Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang hubungan agama dan
negara kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif, serta menghubungkannya
dengan pemikiran sistem politik lainnya.

Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan yang menunjukan suatu
perbedaan yang mencolok Muhammad Rasyid Ridha mengacu kepada paradigma
hubungan agama dan negara secara integralistik. Konsep negara dibawa
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yang menurutaya konsep negara adalah salah
satu ajaran agama dengan konsepsinya yaitu dengan menawarkan bentuk khilafah
sedang Ali “‘Abd Ar-Raziq mengacu kepada paradigma sekularistik, konsep
negara juga difahaminya lewat al-Qur’an dan Hadifs yang menurutnya negara
bukan -ajaran dari agama, melainkan karena tuntutan kondisi dan- situasi karena
-bentuk negara dan system pemerintahan boleh beraneka bentuk dan sifatnya.
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G.

. konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk syaddah ditulis rangkap
&w ditulis sittah

Jt}w ditulis Syawwal

. Ta marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan 4 :

2. Bila dihidupkan ditulis dengan 1 :

. Vokal pendek

Fathah ditulis . kasrah ditulis 7, dammah ditulis « ;
Vokal panjang

A panjang ditulis a, i panjang ditulis /, u panjang ditulis u.

. Vekal rangkap

Fathah i ya yang dimatikan ditulis a7 : LS - kaifa ; dan

Fathali | wewu mati divulis au JJP- - haula.

Vokal-vokal pendek berorutan dalam satu kata
Dipisahkan dengan apostrof':

Kata sandang alif + alif

1. Bila ditulis huruf gamariyah ditalis al- ;b2 - Al-Fadl ;

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf / diganti dengan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya : o4 J‘-«U\ - Ad-Darimi.
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1. Huruf besar
Penulisan besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian
1. Ditulis kata perkata : O.?*JJ'UJ;« - ‘4bd ar-Rahman ; atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

dalam rangkaian tersebut : &~ }U-,& -‘Abdurrahman.

Catatan : Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan dalam kosa kata Arab
yang sudah lazim dalam Bahasa Indonesia (terdapat dalam kamus
Bahasa Indonesia), contoh : Qur’an, Hadis , Sahih, Da’if, kitab, tabi’in,
dll. Kecuali bila tersusun dalam satu rangka‘ian kalimat Bahasa Arab,

contoh : Al-Khilafah Au Wa Al-Tmamah Al-Uzma, dlL.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan - pemahaman untuk menerapkan nilai-nilai al-Qur’an dan
as-Sunnah dalam setiap aspek kehidupan semakin beragam. seiring dengan
perkembangan - ilmu pengetahuan, ‘teknqlogi dan dinamika sosial, budaya, dan
politik yang tak pernah berhenti berubgh. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan
kondisi vang sedang bel‘imlgSLulg. Nilai-nilai yang diterapkan tersebut bersinergi
secara dinamis dan kreatif, karena sesuai dengan sosio-kultural dan sosio-politik
vang terjadi saat itu.

Salah satu perkembangan pemikiran yang hingga saat ini masih menjadi
topik hargat adalah persoalan agama dan negara. Masalah ini semakin bertambah
krusial di tengah-tengah kita yang nota-tene adalah umat Islam,

Dalam konieks pemikiran Islam, terdapat tiga paradigma tentang
hubungan agama dan negara, vaitu: pertama paradigma integralistik (unifief
paradign) adalah agama dan negara menyatu atau. tidak dipisahkan.' Kedua
paradigma simbiotik (symbiotic paradigm), yaitu agama dan negara berhubungan
secara simbiotik yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling
memerlukan.® Yang ketiga, paradigma sekularistik (secularitic paradigm),

paradigma ini menolak kedua paradigma di atas, paradigma sekularistik

1 Marzuki Wahid & Rumadi , Figh Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam di
Indonesia, (Yogyakarta:LkiS, 2001), him 23,

2 Ibid., hlm.26.
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‘mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas‘negara dan pemisahan negara atas
agama.’

-+ Ketiga paradigma tersebut, yang muncul dari pemahaman dan pendekatan
yang berbeda pula. Namun kendati dalam pemahaman dan pendekatan _yan.g’b
‘berbeda, ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi
antara idealitas agama dan realitas politik.

Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas
utama pemikiran politik Islam. Hal ini merupakan tuntutan, karena hubungan -
" antara agama dan negara dalam kenyataannya negara sering menampilkan
-fenomena Kesenjangan dan pertentangan. fenomena ini bersumber pada dua sebab,
yaitu terdapatnya perbedaan konseptual antara agama dan p.olitik yang
menimbulkan  kesukaran pemanduan dalam praktek dan terdapatnya
penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama,

Upaya penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik sangatlah
beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan berbagai pendekatan.
Dalam hal ini adalah upaya Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Razig
untuk menerapkan dan mendudukan posisi agama dan politik pada tempatnya.
Muhammad Rasyid Ridha menerapkan paradigma integralistik, sedangkan
Ali’ Abd Ar-Raziq menerapkan paradigma sekularistik.

Kedua paradigma tersebut mewakili dari keseluruhan pemikiran politik
lainnya selain dari pada simbiotik. Fundamentalisme Mubammad Rasyid Ridha

yang lebih menekankan totalitas agama serta sekularisme Ali *Abd Ar-Raziq

3 Ibid., him. 28.
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‘merupakan dua kutub pemikiran politik yang sangat bertentangan,. hal 4n1 patut
dikaj1 lebih lanjut untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi
- yang dikemukakan oleh kedua tokoh pemikir politik tefsebut.

Untuk itulah penyusun merasa perlu untuk -lebih mengetahui’ kerangka
acuan argumentasi dalam upaya ‘-irieWujudkan kerangké ideal masyarakat manusia =
dari kedua tokoh tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun

berkeinginan untuk lebih lanjut membahas hubungan antara agama dan negara

menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq.’

B. Pukok Masalah
Dari uraian latar belakang yang cukup jelas, terdapat perbedaan mendasar
dari dua arus pemikiran kedua tokoh tersebut mengeriai hubungan antara agama
dan negara. perbedaan ini memberikan gambaran bagi penyusun untuk dapat
menyimpulkan pokok masalahnya. Antara lain :
1. Bagaimana pandangan Muhammad Rasyid Ridha tentang Hubungan
agama dan Negara ?
2. Bagaimana pandangan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang Hubungan Agama dan
Negara ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Muhammad Rasyid Ridh’a dan Ali

‘Abd A.r-R‘a’zi'q tentang hubungan Agama dan Negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tyjuan



a. Untuk mengetahui pandangan Muhammad Rasyid Ridha tentang
hubungan agama dan negara.

b. Untuk mengetahui pandangan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang hubungan
agama dan negara.

. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antaraMuhaimﬁad‘ Rasyid
Ridha Dan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang hubungan agama dan negara.

2. Kegunaan. |

a. scbagai koﬁtribusi ilmiah bagi khazanah ilmu hokum Islam terutama
dalam pembahasa hubungan agama dan negara.

b. Sebagai entry point bagi pengembangan wacana pemikiran tentang
paradigma negara terutama bagi sebagian kalangan yang pro dan kontra

perihal hubungan agama dan negara.
D. Telaah pustaka

Sejauh-ini kajian tentang Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-
Raziq telah banyak dilakukan secara ‘bersamaan; misalnya, karya A. Syafi’l
Ma’arif yang berjudul Islam dan Masalah Kenegaraan , ia hanya menynggung
tentang beberapa kasus didunia Islam.

Tulisan atau karya lain yang mengkaji tentang pemikiran Muhammad
Rasyid Ridha dan Ali “‘Abd Ar-Raziq dapat dijAumpai dalam karya yang ditulis’
oleh Munawir Sadzali yang judulnya Islam Dan Tata Negara, buku ini secara
panjang lebar mengulas mengenai-' pandangan kedua tokoh™ pemikir tersebut

_tentang persoalan-persoalan dalam bidang politik. Dalam buku ini, membahas




5
antara lain misalnya tentang biografi dan . pemikiran kedua . tokoh. tersebut,
diantaranya tentang kepemimpinan (khilafah), buku ini menekankan pada
perbedaan pendapat Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq.

Buku lain yang membahas mengenai kedua pemikir politik tersebut adalah
~ karya Harﬁn Nasution yang berjudul'pembaharuan dalam Islam. Buku ini sama
namun tidak selengkap dengan karya Munawir Sadzali karena karya Harun
Nasution lebih menyoroti mengenai biografi dibanding dengan pemikiran-
pemikiran kedua tokoh tersebut.

Al-Islam wa Ushul al-Hukm karya ‘Ali Abd Al-Raziq yang telah
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia : Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan.
Dalam buku ini Al-Raziq memberikan pendapat kontroversial bahwa tidak ada
negara dalam Islam. Al-Raziq menyatakan bahwa dalam mendirikan sebuah
" negara perlu adanya sistem, peraturan perundang-undangan serta- pemerintahan
yang Islami adalah sesuatu yang keliru.dan melenceng jauh dari kemyataan
sejarah. Buku ini lebih menyoroti-bahwa Islam terlepas dari khilafah dan khilafah
bukan salah satu bagian dari rencana keagamaan.

Demikianlah karya atau pustaka yang dapat dipaparkan oleh penyusun dan:
masih ada literatur-literatur lainnya yang berkaitan .dengan pemikiran politik
Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq. Sebagai penelitian awal
terhadap beberapa sumber yang penyusun lakukan dan penyusun tidak mendapat
pembahasan yang secara spesifik tentang tema yang diangkat dengan

perbandingan Muhammad-Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq.




E. Kerangka Teoretik

Konsep etika soéial yang diharapkan bukanlah hanya merupakan cita-cita
politik yang sempit; secara-integral hal ini berkaitan dengan*kes-elﬁmatan;karena-
tujuan utama lslam adalah menciptakan kemaslahatan umat secara menyeluruh,
dalam al-Qur’an banyak | petunjuk yang 'mengandi’mg pedom‘aﬁ" bvafgi”-hidupi
bermasyarakat dan bernegara, diantaranya ialah prinsip-prinsip yang harus
diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, keadilan, ketaatan terhadap
pemimpin dan kebebasan beragama.

Adapun pemahaman umum tentang negara ialah “suatu daerah teritorial
yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari
warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalu
penguasaan (kontrol monopolistis) dari kekuasaan yang sah*

Dari pemahaman tersebut terdapat ketentuan yang‘memberik'an gambaran
tentang kondisi suatu negara, yang harus meliputi manusia, wilayah serta
terdapatnya suatu tata-aiuran hukum sebagai acuan dasar pemerintahan.

Dengan demikian negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, ia
adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.” Negara menetapkan cara-cara
dan batas-batas sampai‘ dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan
bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi. Oleh karenanya negara
dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial masyarakat ke

arah tujuan bersama. Untuk mengatur pola hubungan itu, yakni pejabat dan

4 Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Yakarta: PT. Gramedia Utama, 1997),
him. 40. .

% 1bid, him. 38.
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rakyat, diperlukan sistem politik yang disepakati bersama. Sistem politik, menurut
Dahl.dapat didefinisikan sebagai setiap pela hubungan manusia yang kokoh dan
melibatkan -secara cukup - menonjol-- kendali, pengaruh; kekuasaan dan
i«:wcnangan;6

Adapun agama didefinisikan Mahmud Syaltut sebagai ketetapan-ketetapan
Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.’
Secara sosiologis Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem
kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci (the secret) dan 1a
berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam k‘el'ompc>1<:—kelc)1npok’.g Jadi,
secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat
Ilahiah dan karena itu sekaligus. bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis,
ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan
manusia.” |

Lebih lanjut, kajian ini mengupas masalah politik dalafn Islam; kajian ini
masuk ‘dalam kajian wilayah Siyasah Syaria’ah, dalam hal in, Abdul Wahab

Khalaf mengemukakan definisi dalani mengatur kepentingan umum dalam

¢ Robert A. Dahl, dnalisis Politik Modern, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan (Jakarta:
Bumi Aksara, 1994), him.4.

"Sementara itu Syaikh Muhammad Abdullah Badran mendefinisikannya secara
kabahasaan. Din yang biasanya diterjemahkan “agama”, menurut Guru Besar Al-Azhar,
mengambarkan hubungan antara dua pihak dimana yang pertama mempunyai kedudukan lebih
tinggi daripada yang kedua. Jadi agama adalah hubungan makhluk dan Khalignya yang mewujud
dalam sikap bathinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam
sikap keschariannya. Lihat M. Quraish Shihab, Membumikar Al-Qur ‘an, Fungsi dan Peran Wahyu
dalam kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 2002), hlm.209-210.

$ Dikutip oleh Dawam Raharjo,”Agama, Islam dan Negara” dalam Mukti Ali dkk,
Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, Imron Rosidi (ed:) (Yogyakarta: Tiara
‘Wacana, 1998), him.13.

® Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme,Modernisme hingga
post-Modernisme (Jakarta: Paramadina. 1996), hlm.i.




negara Islam schingga terjamin ‘keruaslahatan - dan ‘terhindar dari segala
kemafsadatan atau kemadharatan dalam batas-batas yang ditentukan syara’ dan
kaidah-kaidah .umum vang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengaﬁ
ijtihad ulama.

Dari definisi tersebut, tampak bahwa yang ingin ditujui siyasah syéri’ah'
adalah terciptaﬁya kemaslahatén bagi ” masyarakat.- Dengan demikian, konsep
maslahat merupakan tujuan dari politik Islam.

Karena itu konsep maslahat merupakan titik kendali dalam prilaku politik
Islam. Menurut Ali Yafi dalam kajian Ablu Al-Ijtihad jenis maslahat yaitu:
pertama, Maslahat yang diakui, ajaran syari’ah. yang terdiri dari tiga tingkatan
kebutuhan manusia, yaitw: (a) Daruriyah (bersifat: mutlak), karena menyangkut
‘komponen kehidupannya sendirt sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut
terpelihara - dirinya, akal pikirannyé, harta bendanya, nasab keturunan -dan
kepercayaan kaagamaan, (b); Hq;'zy'at ( kébutuh‘aﬁ pokok) untuk menghindarkan
kesulitan dan kemalaratan- dalam kehidupannya. (c), Tahsiniyal (kebutuhan
pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santu dan tata krama dalam
kehidupan . Kedua, Maslahat yang tidak diakui ajaran syari’ah, yaitu kepentingan
yang bertentangan dengan maslahah yang diakui terutama.”’

Sementara itu, kajian terhadap siyasah syari'ah meliputi tiga aspek utama:
(1) Dusturiyah (tata negara), yang meliputi aturan . pemerintahan, prinsii dasar
yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintah, 'serta aturan berkaitan dengan

hak pribadi, masyarakat, dan negara; (2) Kharijivah (laar negeri), yang meliputi

" Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, Dkk (Ickhtiar baru
van Hoeve,1996) V: 1626, Artikel Siyasah Syari’ah.
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hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan ini dan
© tata aturan tentang keadaan perang dan damai; (3) A/Ialiydh (harta), yang meliputi
‘sumber-sumber keuangan dan belanja negara dengatl demikian, dan karena yang
diteliti adalah Hubungan agama dan negara.

Dalam kerangka.inilah penelitian ini telah dilaku‘kan. Maksudnya, studi ini
merupakan bagian dari siyasah syari’ah dalam bidang ‘.dus.turiah (tata negara).
dalam bidang ini, terdépat tiga aliran hubungan antara Islam dan negara.
disamping _paradigma tersebut, ada dua ‘yang: digunakan - yaitu konservatif-

fundamentalis dan sekuler.

‘F. Metode penelitian

Dalam  suatu metode mempunyai peranan yang sangat penting karena
dengan menggunakan metode yang benar, tentu ‘akan menghasilkan penelitian '
yang baik pula, oleh karena -itu metode yang digunakan dalam ‘penelitian ‘ini
.adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian pembahasan ini yang digunakan adalah penelitian
‘pustaka (library research), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah.buku-
buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji, penyusun terlebih
dahulu menelusuri berbagai buku yang ada kaitannya dengan y'ang dibahas untuk"
dikaji lebih lanjut.

2. Tipe Penelitian



10

Tipe penulisan ini adalah deskriptif analitik, yaitu memusatkan diri pada
‘pemecahan-pemecahan “.secara -paripurna terhadap -berbagai data yang ada,
kemudian data-data yang terkumpul tersebut disusun-dan- selan jufnya dianalisa.
‘Setelah dianalisa penyusun kemudian: membandingkan kedua: arus pemikiran-
tersebut secara signifikan, sehingga penyusun. dapat memperoleh suatu
kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan-alasan yang tepat.
3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpﬁlan-data' ini penyusun melakukan penelitian kepustakadn-
guna mendapatkan laridasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan
para ahli mengenai: berbagai hal yang:berhubungan dengan pengertian konsep
negara, juga diharapkan penyusun memperoleh informasi-informasi dan data yang
akurat dari naskah-naskah yang ada. Adapun sumber data terdirt dari data primér
dan data sekunder. Data primer berupa sumber ash yang merﬁﬁat .x;n’formasi
“pendapat dan pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq dalam
perihal hubungan antara agama dan negara. Sedangkan data sekunderberupa
sumber-sumber vang bukan asli yang memuat informasi dan data tersebut.
4. Pendekatan

‘Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio- -
hikstoris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-
kultural dan sosio —politik seorang tokoh, karena pemikran seorang tokoh

1

merupakan hasil interaksi dengan linkungannya itu.!’ Metode sosio-historis

dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan,

WV Atho” Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi
(Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), him. 105.
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‘agama atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai
kesatuan. mutlak dengan-waktu tempat, kebudayaan, ‘golongan dan -lingkungan
dimana kepercayaan, ajaran-dan kejadian itu muncul. 12
5. Anatisis-Data

Analisis data adalah proses pengurutan data dan pengorganisasian data
dalam: bentuk pola kate‘gori.; ‘dan satuan uraian dasar. Sehingga diperoleh téma
“subtansial. darinya. Data-data yang akan diperoleh dan terkumpul disajikan dalam
bentuk uraian: lalu diperbandingkan. Maka secara prdktis akan dipakai metode
analisis komparatif, yaitu meneliti data yang berbeda dengan jalan meng‘analisa
dan membandingkannya untuk diketahui, sehingga dapat dibentuk suatu
kesimpulan.yang valid. 12
‘G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisaninya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara
lain:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan; telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian
dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi

penelitian ini.

2 Dalam dunia pengetahuan tentang Islam sebenarnya benih metode sosio-historis itu
telah ada berupa pengikutsertaan pengetahuan asbab an-nuz-l untuk memahami -al-Quran dan
asbab al-wur-d untuk memahami as-Sunnah. Cuma saja asbab an-nuz-1 dan asbab al-wur-d it
‘hanya secbatas peristiwa’ dan pertanyaan yang mendahului turunnya wahyu (huz-f) dan
disampaikannya (wur-d) as-Sunnah. Dari itu. metode. sosio-historis dapat dikatakan sebagai
abstraksi dari teori ashab an-nuz-I dan ashab al-wur-d. Lihat Mukti Ali, “Penelitian Agama (Suatu
Pembahasan Metode dan Sistem)” , dalam al-Jami ‘ah; No. 31 Tahun 1984, JAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,hlm.23-36. )

13 uharismi Ari Kunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Prakrek, Cet X (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1996), Hal. 245-246
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‘Kemudian bab‘kedua meéliputi: Mubammad Rasyid Ridha dan ‘pemikiran
politik Islam, biografi, kelahiran dan pertumbuhan, karir intelektual dan politik,
masa akhir dan pengaruh, latar belakang kemuculan p‘emik.iran. poiitik Muhammad
Rasyid Ridha, aspek social-politik, aspek pemikiran; agama-dan negara menurut
Muliammad Rasyid Ridha, konsep umum. tentang égama -dan negara, landasan -
* sosiologis dan normatifdalam pembentukan negara, hubungan antara agama dan
negara, kedudukan agama dalam negara, tujuan negara serta tugas dan fungsi
kepala negara, kemudian implikasi negara syariah, bentuk negara dan- sistem
pemerintahan.

Bab ketiga meliputi: Ali ‘Abd- Ar-Raziq dan pemikiran politik Islam,
biografi, kelahiran dan pertumbithan, karir intelaktual dan politik, masa akhir dan
‘pengaruh, latar belakang kemunculan pemikiran politik Ali *“Abd Ar-Razig, pek
sosial, aspek pemikiran, agama dan negara menurut Al “Abd Ar-Razig, -konSep
umum tentang agama dan negara, landasan sosiologis dan normatif dalam
pembentukan negara, - hubungan. antara agama dan negara, kedudukan agamé.
dalam negara, tujuan mnegara serta tugas dan fumsi kepala negara, kemudian
implikasi negara sekuler, bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Bab keempat meliputi: pefbaﬁdingatl antara pemikiran politik Muhammad
Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Razig, hubungan agama dan negara yaitu
integralistik dan sekularistik, Corak Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Ali
‘Abd Ar-Raziq,

Bab kelima meliputi: kesimpulan.



BABY

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, hahwa yang
menjadi perbedaan yang mencolok diantara para pemikir Islam - tentang
ketatanegaraan yaitu, mengenai hubungan antara agama dan negara.

Terdapat tiga paradigma tentang hubungaﬁ agama dan negara, yaitu; (1)
‘penyatuan antara agama dan negara (integralistik), (2) Berhubungan secara
simbiotik antara agama dan negara, (3) Pemisahan antara agama dan negara
(sekularistik). Ketiga paradigma. tersebut, muncul dari pemahaman dan
pendekatan yang berbeda, menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula.
Namun dalam pemahaman dan pendekatan yané berbeda, ketiganya mempunyai
tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan
realitas politik,

Hubungan agama dan negara sering menampilkan fenomena kesenjangan
dan pertentangan, yang bersumber pada dua sebab, yaitu terdapatnya konseptual
antara agama dan politik dan terdapatnya penyimpangan praktek politik dari etika
dan moralitas agama. Upaya penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik
sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan becbagai
pendekatan. Dalam hal ini upaya Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-
Raziq untuk menerapkan dan. mendudukan posisi agama dan politik pada.

tempatnya.
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Terdapat perbedaan pandangan antara pemikiran politik Muhammad
Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq sekalipun mereka sama-sama murid
Muhammad Abduh.

Muhammad Rasyid Ridha yang tampil sebagai modernis sebéium wafat
Muhammad Abduh dan menjadi purifikasi tradisionalis. setelah itu, berpendapat
‘bahwa agama totalitas dalam arti meliputi segala aspek kehidupan manusia. Islam
adalah skema’ ‘kehjdupan vang sempurna  dan meliputi seluruh tatanan
kemasyarakatan, salah  satu aspek kehidupan © manusia ~ adalah ,poiitik
ketatanegaraan. Islam telah menentukan dan mengatur bagaimana bentuk négara
Islam, yaituwkhilafah yang merupakan pemerintahan universal umat Islam sedunia
yang dip'egang oleh penguasa, tunggal dalam bidang rohani dan politik. Karena
umzﬁ Islam wajib mendirikan lembaga khz‘quah.‘Man&kala umat Islam belum
membentuk Ahilafuh atau tidak ada maka semuanya mendapat dosa besar.

Sementara Ali “Abd Ar-Raziq dengan kecenderungan modernis
sekularistik menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan apapun dengan sistem
peme‘rin'tahan. Islam telah memberikan umat kebebasan mutlak untuk
mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi yang dimiliki dan dengan
‘mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Karena itu umat
Islam bebas memilih bentuk negara apapun yang mereka anggap cocok.
Sementara lembaga khilafah setelah wafat Rasulullah SAW, tidak memiliki dasar
dalam ajaran Islam dan hal itu bersifat duniawi.

Titik perbedaan pandangan tersebut tertumpu pada paradigma hubungan

agama dan negara. Bagi Rasyid Ridha, yang menganggap tidak ada pemisahan




90
(penyétuan) antara agama dan necgara, maka ménwu-t'nya umat Islam dalam
bernegara harus kembali pada sistem ketatanegaraan Islam. Tetapi Ali ‘Abd Ar-
Razig menolak hubungan integralistik- antara agama - dan negara, bahkan
memisahkannya, maka umat ‘Islam boleh memilih bentuk pemerintahan yang
‘dianggap baik.

“Pemikiran tentang konsep - kenegaraan berawal dari pemahaman dan
methode. istinbath hukum yang digunakan. Baik peinahaman dari al-Qur’an
maupun al-Hadits. Begitu juga Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Razig.

Rasyid Ridha berpegang pada al-Qui’an, surat an-Nisa ayat 59. bahwa
kata ulil amri pada ayat tersebut, 44l al-Hali wa'a-Z;Aqd yvang menjadi tumpuan
umat untuk menyelesaikan hajat dan kepentingan umat. Dengan demikian ia
berkeyakinan bahwa mendirikan khilafah itu merupakén I:éwajiban’. Pendapataya
tersebut dikuatkan dengan Hadits Nabi juga.

Ali- *Abd Ar-Raziq membantah pendapat Rasyid Ridha, ia berpendapat
bahwa dalil yang terdapat dalam al-Qur’an. surat an-Nisa ayat 59 tidak dapat
dijadikan rujukan, bahwa mendirikan khilafak ita hukumnya wajib. Begitu juga
dengan Hadits Rasul, dan Ijma sahabat.

Pandangan-pandangan Muhammad Rasyid Ridha yang berlandaskan pada
dalil, yakni al-Qur’an, Hadits dan Ijma. Tegasnya ia menawarkan sistem khilafah,
yang merupakan sistem ideal dan sistem pemerintahan berdasarkan al-Qur’an dan
as-Sunnah. Akan tetapi sebaliknya, menurut Ali ‘Abd Ar-Raziq yang
berlandaskan kepada pola pemahaman yang memberikan tidak ada dalil tentang

konsep negara, ia menolak sistem pemerintahan Islam yakni k4ilafah, menurutnya
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yang ada hanya pemerintahan duniawi yang terlepas dari konsep-konsep

keagamaan, yang berarti agama dan negara mempunyai tugas masing-masing.







92
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an / Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Bandung : Lubuk
Agung, 1989

Figh / Ushul Figh

Ash-Shidieqy, Hasbi, lfmu Kenegaraan dalam Figh Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1966

. Pengantar Hukum Figh Islam, Jakarta: Gramedia, 1995
Dijazuli, Ahmad, Hmu Figh (suatu pengantar), Bandung: Orba Sakti, 1987
Djazuli, Ahmad dan I Nurol Aen, Ushul Figh, Metodologi Hukun: Islam, Jakarta:

PT. Ma'rifat, 1983

Mudzhar® Atho’, Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi,
Yogyakarta : Titian Ilahi Pres, 1998

Pulungan, Suyuti, Figh Sivasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: PT.

Grafindo Persada, 1994

Wahab Khalaf, Abdul, /imu Al-Ushul Figh, Kuwait: Daar Al-Kuwaitiyah Al-Nasr,
1987

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Isiam,
Bandung: Al-Ma’arif, 1986

Buku

‘Abd Ar-Raziq, Ali, Al-Islam wa Ushul Al-Hukmn, Beirut: Daar Maktabah Al-
Haya, 1996

Adnan Amal, Taufik, Sosio politik dar Sosio Kultural, Surabaya: Al-Tkhlas, 1989
Ali, Mukti, Islam dan Sekularisasi di Turki Modern, Bandung : Rosdakarya, 1994

Al-Maududi, Abu ‘Ala, Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam, Bandung:
Mizan,1990



93

, Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Pemerintahan Islam,
Bandung: Mizan, 1994

Al-Rais, Diuya Al-Din, Islam dan Khiafah ;| Kritik terhadap Khilafah dan
Pemerintahan dalam Islam, Bandung : Pustaka, 1985

Ari Kunto, Subarismi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakrek, Jakaria:
PT. Rienika Cipta, 1996

Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisine
hingga Post-Modernisme, Jakarta : Paramadina, 1996

Asmuni, Yusran, Pengantar Studi Pemikiran, Jakarta: Gramedia, 1995

Bakri, Hasbullah, Bunga Rampai Tentang Islam, Negara dan Hukum, Jakarta:
Pedoman limu Jaya, 1984

Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997

Bukhori, M. Pakhrwraji, Membebaskan Agama dari Negara; Pemikiran
Abdurrahman Wahid dan Ali Abd Ar-Razig, Yogyakarta: Pondok Edukasi,
2003

Dahl, Robert. A, Analisis Politik Modern, Jakarta : Bumi Aksara, 1994

Enayat, Hamd, Reaksi Politik Sunni dan Syi’ah, Bandung: Pustaka, 1988

Hasmy, A, Dimarna Letaknya Agama Islam, Surabaya Bina llmu, 1984

Kusrard: dan Bintan R, [/mu Negara, Jakarta: Gaya Media Pertama, 1988

Madijid, Nurcholis, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan,
1993

, Sekularisasi sebuah Polemik, Jakarta : Temprint, 1993
Mumtaz, Ahmad, Masalah-masalah Teori Politik Islam, Bandung, Mizan, 1993
Musa, Yusuf, Politik dan Negara dalam Islam, Surabaya: Ai-Ikhlas, 1990

Nasution, Harun, Islam: ditinjau dari Berbagai Aspeknya, lakarta: Ul- Press,
1985

, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: Bulan
Bintang, 1992



94
Praja, Juhaya S, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Ulil Albab, 1993

Projodikoro, Wiryono, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta:
Pustaka, 1989

Rahman, Fazlur, /s/am, Bandung: Pustaka, 1997

Rasyid Ridha, Muahammad, Al-Khilafah Au wa Al-Tmamah Al- Uzma, Mesit; Daar
Al-Fikr, 1924

Sadzali, Munawir, Isiam dan Tata Negara, Jakarta: Ul-Press, 1993
Sacfudin Anshari, Endang, Wawasan Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1986
Shihab, Quraisy, Studi Kritis Tafsir Al-Manar, Bandung: Mizan, 1994

. Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan peran Wahvu dalam
kehidupan Masyarakat, Bandung : Mizan, 2002

Soetomo, Djoko, Ikhtisar limu Negara, Jakarta: Gema Insani, 1975





